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Abstrak
Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui tingkat perkembangan ekonomi wilayah
untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif, (2) mengetahui sektor ekonomi unggulan, (3) merumuskan arahan wilayah pembangunan dan sektor ekonomi di Kota Langsa. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Entropi, Analisys Shift Share, Analisis Location Quotiont, Analisis Skalogram dan  Analisis  TOPSIS.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  nilai entropy tertinggi terdapat pada Kecamatan Langsa Kota sebesar 0,135, dan nilai entropy terendah terdapat pada Kecamatan Langsa Lama sebesar 0,057. Kemudian berdasarkan hasil Analisys Shift Share diketahui setiap sektor perekonomian Kota Langsa mengalami pertumbuhan yang lambat dan berdasakan analisis LQ, sektor yang memiliki keunggulan komparatif adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya, analisis skalogram terhadap sarana prasarana kecamatan menunjukkan bahwa terdapat 2 Kecamatan yang berada pada hirarki I yaitu Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Kota dan yang berada pada hirarki III yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk meningkatkan perkembangan dan pemerataan ekonomi, prioritas pembangunan diarahkan pada Kecamatan Langsa Lama, Langsa Timur dan Langsa  Barat.  Prioritas  pembangunan  sektor  ekonomi  terutama  diarahkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kata Kunci: Arahan Pembangunan, Ekonomi Wilayah, Sektor Unggulan

1.    PENDAHULUAN
Proses pembangunan ekonomi nasional, tidak terlepas dari pembangunan ekonomi daerah
atau regional. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam  menciptakan  lapangan  kerja baru  dan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi dalam wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh keunggulan komparatif suatu daerah, spesialisasi wilayah serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.
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Kemampuan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah  sangat  tergantung dari keunggulan daya saing pada sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Setiap sektor memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbeda-beda. Sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi atas sektor basis dan non-basis. Sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan  yang terjadi  dalam  proses  pemenuhan  kebutuhan  tersebut  menyebabkan  terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. Artinya industri basis akan menghasilkan barang dan jasa, baik dalam pasar wilayah domestik maupun pasar luar wilayah. Sedangkan dalam sektor non- basis kegiatan ekonomi hanya melayani pasar daerah dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang.
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Secara umum, struktur perekonomian Kota Langsa pada tahun 2018 di dominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar
31 persen, sektor jasa memegang peranan sebesar 18 persen dan sektor konstruksi sebesar 10 persen dan sektor industri pengolahan  sebesar 9 persen (BPS, 2018).
Menurut Rustiadi (2009), pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan sektoral   spasial,   serta   keterpaduan   antar   pelaku   pembangunan   dalam   dan   antar   wilayah. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional yang sinergis antar sektor pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dalam kelembagaan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antara sektor ekonomi wilayah, dalam arti menjadi transfer input dan output barang dan jasa antar sektor yang dinamis.
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui tingkat perkembangan ekonomi wilayah untuk merumuskan strategi pembangunan yang efektif, (2) mengetahui sektor ekonomi unggulan, (3) merumuskan arahan wilayah pembangunan dan sektor ekonomi di Kota Langsa.

2.    KAJIAN KEPUSTAKAAN Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Sirojuzilam (2008) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat
multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan.
Richardson (2010) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai rill, artinya diukur dalam harga konstan.Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta  di  wilayah  tersebut  juga  oleh  seberapa  besar  terjadi  transfer  payment  yaitu  bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Teori  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  menganalisis  suatu  wilayah  sebagai  suatu  sistem
ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor- faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan  wilayah  lain  dalam  bentuk  permintaan  sektor  untuk  wilayah  lain  yang  akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi (Tarigan, 2014). Adapun macam-macam teori pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut:
1.	Teori Ekonomi Klasik, sistim ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi dalan kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state). Teori ini membahas tentang kebebasan seluas luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang dirasa paling baik dilakukan.
2.	Teori Harrod Domar dalam sistem regional, faktor-faktor produksi atau hasil produksi yang berlebihan dapat diekspordan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran–kebocoran dalam menyedot outputdaerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat

membantu dalam menyedot outputkapasitas penuh dari faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah  lain  yang  tercemin  dalam  surplus  ekspor.Apabila pertumbuhan  tenaga kerja melebihi dari apa yang yang diserap oleh kesempatan kerja lokal maka migrasi neto dapat menyeimbangkannya.
3.	Teori  pertumbuhan  Neo-klasik,  teori  ini  sering  disebut  dengan  teori  Solow-Swan  yang menyatakan bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebataskebijakan  fiskal  dan  kebijakan  moneter.  Suatu  daerah  akan  mengimpor  modal  jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar sempurna marginal productivity of labour (MPL) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik dari marginal productivity of capital(MPK). Hal ini bisa dilihat dari nilai rasio modal tenaga kerja.
4.	Teori Jalur Tepat (Turnpike), setiap wilayah perlu melihat sektor atau  komoditi apa yang memiliki  potensi  besar  dan  dapat  dikembangkan  secara  cepat,  baik  karena  potensi  alam maupun sektor potensi itu memiliki competitive advantageuntuk dikembangkan.
Teori pertumbuhan ekonomi wilayah lebih mengacu pada sektor regional ada dua, yaitu
(Tarigan, 2014):
1.    Teori Basis Ekspor Richardson,
Teori ini murni dikembangkan dalam kerangka ekonomi regional, teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat didalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan servis (pelayanan), untuk menghindari kesalahpahaman disebut saja sektor non- basis. Kegiatan basis adalah kegiatan untuk yang bersifat exogenousartinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainya. Sektor non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Jadi pertumbuhan bergantung pada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan dan dapat  dilihat dari sisi produksi dan sisi pengeluaran.Teori ini sebenarnya sangat sederhana namun lebih condong pada multiplier regional, jadi teori ini tidak hanya memasukan ekspormurni saja namun juga ekspordalam arti mencangkup barang dan jasa yang dijual keluar daerah walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah tersebut. Asumsi pokok teori ini adalah bahwa eksporadalah satu satunya unsur independen dalam pengeluaran, artinya semua unsur pengeluaran lain terikat terhadap pendapatan. Asumsi lainya ialah bahwa fungsi pengeluaran  dan  fungsi  impor  bertolak  dari  titik  nol  sehingga  tidak  akan  berpotongan (intercept).
2.    Model Pertumbuhan Interregional
Model ini adalah perluasan dari teori basis eksporyaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen, dan daerah yang bersangkutan membahas daerahnya sendiri tanpa membahas dampak daerah lain. Dalam analisisnya memasukkan dampak dari daerah tetangga.Itulah sebabnya maka dinamakan model interregional.Diasumsikan bahwa selain ekspor,pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogendan daerah yang bersangkutan terikat pada suatu sistim yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat.
Menurut Perroux dalam Adissasmita (2014) berdasarkan fakta dasar perkembangan keruangan (spasial), pertumbuhan tidak terjadi disembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang berubah-ubah dan pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian. Untuk mempercepat peningkatan pendapatan terdapat suatu keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa pusat kekuatan ekonomi dalam suatu negara atau daerah. Inti dari teori Perroux adalah:
a. Dalam Proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Keterkaitan industri sangat erat, maka perkembangan

industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan dengan industri unggulan
b. Pemusatan  Industri pada satu daerah akan mempercepat pertumbuhan  perekonomian  karena akanmenciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah.
c. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (ungulan) dengan industri yang relatif pasif atau industri yang tergantung industri unggulan.

Pembangunan Wilayah
Menurut Arsyad (2009) Perencanaan pembangunan adalah teknik atau jasa untuk mencapai
tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencanaan pusat. Dalam pembangunan baik di bidang ekonomi maupun segala bidang, sebaiknya ada sebuah perencanaan pembangunan supaya pembangunan lebih lancar dalam pelaksanaannya. Dalam perencanaan terdapat pengarahan kegiatan, yang dapat digunakan untuk perkiraan potensi, prospek hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang.Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut (Arsyad, 2009):
1.	Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap  (steady  social  economic  growth).  Hal  ini  ditunjukan  dalam  usaha  pertumbuhan ekonomi yang positif.
2.    Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3.	Usaha untuk mengadakan perubahan stuktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
4.    Usaha perluasan kesempatan kerja.
5.    Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.
6.	Usaha  pembinaan  lembaga-lembaga  ekonomi  masyarakat  yang  lebih  menunjang  kegiatan- kegiatan pembangunan.
7.    Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi.
Arsyad (2009)menyatakan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara umum adalah:
1.	Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
2.	Dengan  perencanaan,  dapat  dilakukan  suatu  perkiraan  potensi-potensi,  prospek-prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3.    Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4.    Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5.    Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan evaluasi.
Perencanaan pembangunan regional merupakan suatu entitas ekonomi dengan unsur-unsur interaksi  yang beragam.  Aktivitas ekonomi wilayah diidentifikasi berdasarkan analisa ekonomi regional, yaitu dievaluasi secara komparatif dan kolektif terhadap kondisi dan kesempatan ekonomi skala wilayah. Nugroho  dalam Sirojuzilam (2008) menyatakan bahwa pendekatan perencanaan regional dititikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Artinya bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas antar wilayah, maka pendekatan perencanaan parsial adalah sangat penting untuk diperhatikan. Dalam perencanaan pembangunan daerah perlu diupayakan pilihan-pilihan alternatif pendekatan perencanaan, sehingga potensi sumber daya yang ada akan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintah berwenang  atau  pengambil  keputusan  publik  guna  mewujudkan  suatu  kondisi  pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan

keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

3.   METODE PENELITIAN Metode Analisis Data
1.    Perkembangan  suatu  wilayah  dapat  ditunjukkan  melalui  semakin  meningkatnya  komponen
wilayah  dan  semakin  luasnya  hubungan  yang  dapat  dijalin  antara  subwilayah-subwilayah dalam sistem tersebut maupun dengan sistem sekitarnya. Formula umum Entropi seperti dinyatakan pada Persamaan 1 (Shannons’s Entropy) (Sudhira, 2004)

H = -∑ Pi Ln(Pi) Dimana:
Pi                         = peluang yang dihitung dari persamaan Xi/∑X
jika matrik terdiri dari baris dan kolom yang cukup banyak, maka persamaan untuk menghitung peluang titik pada kolom ke-i dan baris ke j adalah:
Pij = xij/Xij dimana i = 1,2,…p  ; j = 1,2,…q;
xij = nilai PDRB satu kecamatan;
Xij = nilai PDRB total.

2.    Keunggulan kompetitif wilayah didekati dengan shift share analysis (SSA).
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3.   Keunggulan komparatif wilayah didekati melalui analisis location quotion (LQ).
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4.	Hirarki perkembangan wilayah didekati dengan metode skalogram. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi hirarki berupa perankingan  yang dilakukan didasarkan pada tingkat kelengkapan fasilitas yang ada di suatu wilayah dan membandingkannya dengan wilayah lain.
n          n 
Indeks hirarki (I1) =   Fik . ak 
k              

4.	Topsis (Technique for order performance by similarity to ideal solution)menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif   dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Eucledian (Zhang, dalam Sudarya, 2013:136). Nilai bobot ternormalisasi (Vij) dihitung dengan menggunakan  persamaan.  Matrik  solusi  ideal  positif  dan  solusi  ideal  negatif  dirumuskan dengan persamaan:

vij = wi nij
Dengan i = 1,2,….m dan j = 1,2, n
Dimana:
wi     =  bobot dari atribut
Kriteria ke I

=  1

+
A+ = [(v1+,v2+ ….. vn  )] = [(max vij|i ɛ 0) (min vij| i ɛ 1)] A- = [(v1-,v2- ….. vn-)] = [(min vij|i ɛ  0) (max vij |i ɛ 1)]

4.    HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah sebagai Arahan Pembangunan di Kota Langsa
Analisis  perkembangan  ekonomi  wilayah  sebagai  arahan  pembangunan  di  Kota  Langsa
berdasarkan dari data-data yang telah diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan Entropi, Analisys Shift Share, Location Quotiont, skalogram dan Topsis. Perkembangan suatu wilayah dapat ditunjukkan dari semakin meningkatnya komponen wilayah dalam hal ini dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto dan dijalin antara subwilayah-subwilayah dalam sistem tersebut maupun dengan sistem sekitarnya.
Analisis entropi bertujuan untuk melakukan perbandingan perkembangan antara wilayah. Komponen yang dianalisis adalah nilai PDRB tiap sektor di tiap kecamatan. Data yang digunakan adalah data PDRB 5 Kecamatan di Kota Langsa. Dari hasil analisis entropi terhadap nilai PDRB tiap sektor, dapat diketahui bahwa nilai entropi rata-rata untuk Kecamatan Langsa Lama adalah
0.058, Kecamatan Langsa Lama 0.057, Kecamatan Langsa Barat 0.075, Kecamatan Langsa Baro
0.092, Kecamatan Langsa Kota 0.135. Dengan memperbandingkan nilai indeks entropi masing- masing kecamatan di wilayah Kota Langsa, dapat diketahui bahwa nilai entropi tertinggi adalah Kecamatan Langsa Kota. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keberagaman (diversitas) dan keberimbangan sektor-sektor ekonomi di Langsa Kota cukup baik dibandingkan dengan Kecamatan Langsa Timur dan Langsa Lama. Artinya, Kecamatan Langsa Kota relatif memiliki perkembangan wilayah yang lebih maju dibanding kecamatan lainnya di wilayah Kota Langsa.
Analisis keunggulan komparatif wilayah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pergeseran  struktur  ekonomi  dari  suatu  sektor  atau  sub-sektor  dibandingkan  dengan  cakupan wilayah yang lebih luas dalam dua titik waktu. Pergeseran struktur ekonomi tersebut dapat menjelaskan kemampuan berkompetisi dari suatu sektor atau sub-sektor ekonomi serta menjelaskan kinerja sektor tersebut. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk menganalisis keunggulan komparatif wilayah adalah dengan metode Shift Share Analysis (SSA).
Hasil Shift Share Analysis (SSA) tentang struktur ekonomi yang terjadi di Kota Langsa, nilai proportional   shift   masing-masing   sektor   menunjukkan   bahwa   setiap   sektor   mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibanding pertumbuhan seluruh sektor dengan nilai proportional shift bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi pertumbuhan yang lambat pada setiap sektor perekonomian.
Analisis LQ mengasumsikan sistem perekonomian tertutup dimana pertukaran produk atau perdagangan hanya terjadi dalam wilayah yang dianalisis dan bisa dicukupi secara internal dalam cakupan wilayah tersebut. Jika nilai LQ > 1, maka dapat diterjemahkan bahwa subwilayah tersebut berpotensi untuk mengekspor produk suatu sektor ke wilayah lain karena secara relatif produksinya di atas rata-rata produksi di seluruh cakupan wilayah. Sementara Jika nilai LQ< 1, maka sektor ekonomi di sub-wilayah tersebut mempunyai pangsa relatif lebih kecil dibandingkan dengan pangsa di seluruh wilayah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Data yang digunakan dalam untuk analisis LQ dalam penelitian adalah data PDRB Kecamatan di Kota Langsa Menurut Lapangan Usaha. Berdasarkan hasil olahan data, diketahui nilai keunggulan komparatif dimana LQ > 1, untuk sektor basis berupa sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor penyediaan  akomodasi  penyediaan  dan  makan  minum,  serta sektor jasa lainnya. Sementara untuk nilai LQ < 1 terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik  dan  gas,  sektor  pengadaan  air,  pengelolaan  sampah  dan  daur  ulang  dan  sektor  jasa perusahaan.
Selanjutnya analisis skalogram, analisis ini digunakan untuk mengetahui pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan yang ada di Kota Langsa dengan melihat ketersediaan fasilitas umum dalam masing-masing wilayah tersebut. Analisis skalogram ini dikembangkan untuk menentukan  indeks  sentralitas  terbobot.  Penentuan  hirarki  pusat  pertumbuhan  dengan  indeks

sentralitas ini tidak hanya berdasarkan jumlah fungsi atau fasilitas pelayanan yang ada pada suatu wilayah, tetapi juga berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada wilayah yang ditinjau.
Analisis  skalogram  dan  indeks  sentralitas  ini  dapat  menunjukkan  bahwa  wilayah  yang merupakan hirarki tinggi adalah kecamatan yang memiliki jumlah jenis fungsi/fasilitas yang nilai indeks  sentralitas  dengan  kategori  tinggi  ke  atas  atau  kecamatan  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sedangkan wilayah-wilayah yang merupakan hirarki paling rendah ditentukan oleh semakin sedikitnya jumlah fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas yang paling rendah pula. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 kelas dengan pembagian sebagai berikut: a. Hirarki I dengan ketersedian jumlah fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas sangat tinggi.
b. Hirarki II dengan ketersediaan jumlah fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas tinggi.
c. Hirarki III dengan ketersediaan jumlah fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas sedang. d. Hirarki IV dengan ketersediaan jumlah fungsi/fasilitas dan nilai indeks sentralitas rendah.
e. Hirarki V dengan ketersediaan jumlah fungsi/Fasilitas dan nilai indeks sentralitas sangat rendah.
Beberapa data yang yang digunakan dalam analisis skalogram tersebut diantaranya meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas peribadatan, fasilitas lapangan. Secara keseluruhan fasilitas yang ada di data ada sebanyak 19 jenis fasilitas yang akan digunakan untuk menggambarkan hirarki setiap Kecamatan. Fasilitas tersebut terdiri fasilitas pendidikan seperti Taman   Kanak-kanak,   Sekolah   Dasar,   Sekolah   Menengah   Pertama,   Sekolah   Menengah Atas.Fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit seperti Puskesmas/Pustu, Rumah Sakit, Poliklinik, Plindes/Poskesdes, Posyandu, Rumah sakit Bersalin, Apotek, Praktek Dokter dan Praktek Bidan.Fasilitas Pribadatan seperti Mesjid, Meunasah/Mushalla, Vihara, Geraja, Pura, dan yang terakhir fasilitas Lapangan.
Tabel 2. Kelompok Kecamatan Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas Di Kota Langsa
               Tahun 2017      	

	No
	Kecamatan
	
	Jumlah
Penduduk
	
	Jumlah Jenis
Fasilitas
	Jumlah Unit
Fasilitas
	Orde

	1
	Langsa Barat
	
	35,379
	
	12
	121
	II

	2
	Langsa Baro
	
	48,419
	
	11
	189
	III

	3
	Langsa Kota
	
	41,734
	
	13
	122
	II

	4
	Langsa Lama
	
	30,659
	
	14
	181
	I

	5
	Langsa Timur
	
	15,383
	
	10
	99
	III


Sumber: Langsa Dalam Angka, 2019

Hasil analisis skalogram yakni analisis yang melihat keberadaan fasilitasnya, Kecamatan yang ada di Kota Langsa dikategorikan kedalam kelompok-kelompok. Dari 19 jenis fasilitas yang didata, jumlah jenis fasilitas tertinggi yang ada didalam satu Kecamatan adalah sebanyak 14 jenis fasilitas, sementara yang terendah adalah 10 jenis fasilitas. Dengan memperhitungkan selisih antara jumlah fasilitas tertinggi dan terendah, maka Kecamatan yang ada di Kota Langsa dibagi atas 3 kelompok.
Kelompok  I merupakan  kelompok Kecamatan  dengan tingkat keberadaan fasilitas  yang tertinggi yakni Kecamatan yang memiliki 14 jenis fasilitas. Kecamatan yang berada dikelompok satu yaitu Langsa Lama. Jenis fasilitas yang membedakan dengan kelompok lainnya adalah keberadaan fasilitas kesehatan. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kemajuan suatu Kecamatan.
Kecamatan yang juga memiliki keberadaan fasilitas yang sedang adalah Kecamatan yang berada di Orde II yaitu Langsa Barat dan Langsa Kota. Jenis fasilitas yang membedakan orde II yakni tempat peribadatan, fasilitas kesehatan. Orde III yaitu dengan ketersediaan fasilitas yang rendah yakni termasuk Kecamatan Langsa Baro dan Langsa Timur. Fasilitas yang membedakannya adalah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, poliklinik, rumah sakit bersalin, apotek, praktek

dokter dan praktek bidan. Di Kecamatan lain memiliki fasilitas kesehatan yang hampir lengkap sedangkan kecamatan Langsa Baro dan Langsa Timur tidak memilikinya.
Pada hasil analisis skalogram tersebut, maka dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar, namun tingkat keberagaman fasilitas yang ada pada Kecamatan tersebut rendah seperti yang ada di Kecamatan Langsa Baro. Meskipun demikian, untuk menentukan Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan tidaklah hanya cukup melihat keberagaman fasilitas saja, tetapi juga mempertimbangkan frekuensi setiap jenis fasilitas tersebut.
Tingkat frekuensi fasilitas pada suatu Kecamatan dapat mempengaruhi indeks sentralitasnya. Semakin tinggi frekuensi maka semakin besar nilai sentralitasnya dan sebaliknya semakin rendah frekuensi maka semakin kecil nilai sentralitasnya.Pada Tabel IV-11 dapat terlihat nilai dari Indeks Sentralis dari masing-masing Kecamatan di Kota Langsa.
Tabel 3. Indeks Sentralitas Kecamatan di Kota Langsa 	

	No
	Kabupaten/Kota
	
	Jumlah Penduduk
	Nilai Sentralitas
	Hirarki

	1
	Langsa Barat
	
	35,379
	272.37
	III

	2
	Langsa Baro
	
	48,419
	323.72
	II

	3
	Langsa Kota
	
	41,734
	528.91
	I

	4
	Langsa Lama
	
	30,659
	601.71
	I

	5
	Langsa Timur
	
	15,383
	164.28
	III

	
	Jumlah
	
	171,574
	
	



Berdasarkan   hasil   analisis   indeks   sentralitas,   Kecamatan   Langsa   Lama   merupakan Kecamatan yang memiliki nilai indeks sentralitas yang sangat tinggi yakni 601.71. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi diantara 5 Kecamatan lainnya yang ada di Kota Langsa, sehingga Kecamatan Langsa Lama berada pada hirarki I. Selain Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan yang memiliki nilai indeks sentralitas yang tinggi yaitu Kecamatan Langsa Kota dengan nilai indeks sentralisasi sebesar 528.91.
Kecamatan Langsa Lama sebagai pusat pertumbuhan dikarenakan Kecamatan ini memiliki fasilitas kesehatan, fasilitas lapangan dan fasilitas pendidikan yang yang memadai seperti terdapat dua Universitas Negeri yaitu Universitas Samudra dan IAIN Cut Kala selain itu Kecamatan Langsa Lama juga memiliki jumlah penduduk  yang relatif banyak sehingga di Kecamatan ini banyak dibangun fasilitas sosial. Oleh karena itu, Kecamatan ini berfungsi sebagai kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pengembangan wilayah kecamatan lainnya di Kota Langsa.
Selanjutnya Kecamatan yang memiliki nilai indeks sentralitas yang tinggi  yaitu Langsa Kota. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu sebesar 41,734  jiwa pada tahun 2017. Banyaknya jumlah penduduk, mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan fasilitas sosial juga semakin tinggi, sehingga di kecamatan ini banyak dibangun fasilitas sosial seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan juga menjadi pusat pemerintahan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah fasilitas sosial sebanyak 528.91 unit terbanyak setelah Kecamatan Langsa Lama. Oleh karena itu, Kecamatan ini dapat berfungsi sebangai kawasan pusat pertumbuhan yang penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga pengembangan wilayah di Kecamatan lainnya di Kota Langsa.
Selanjutnya Kecamatan yang memiliki indeks sentralitas yang sedang adalah Kecamatan Langsa Baro dengan nilai sebesar 323.72 sehingga Kecamatan ini dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berada pada hirarki II. Di Kecamatan Langsa Baro memiliki jumlah fasilitas peribadatan seperti mesjid dan meunasah/mushalla  yang sangat banyak di bandingkan Kecamatan lainnya.
Berdasarkan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas atas banyaknya ketersediaan fasilitas sosial dapat diketahui bahwa hubungan antara fasilitas yang tersedia dengan fungsi daerah sebagai pusat pertumbuhan adalah semakin tinggi nilai indeks sentralitas yang dimiliki dan akan

menempatkan wilayah tersebut memiliki fungsi yang lebih besar dibanding dengan wilayah lainnya. Kecamatan yang memiliki ketersediaan fasilitas yang lengkap menandakan bahwa Kecamatan tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selanjutnya karena kondisi ini Kecamatan tersebut mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan pada kawasan tersebut. Setiap pusat pertumbuhan memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengelola  dan  melayani  sejumlah  penduduk  dengan  wilayah  pelayanan  yang  tertentu  pula, sehingga selain pusat pertumbuhan diperlukan sub pusat yang merupakan satu kesatuan sistem.
Dengan demikian maka terwujud pembagian tugas dan wilayah pelayanannya. Pengembangan wilayah melalui konsep pusat pertumbuhan ini tidak berarti hanya pengembangan yang  terjadi  pada  hirarki  I  saja  namun  harus  dilakukan  secara  berjenjang  sehingga  akan mempercepat perkembangan kegiatan ekonomi diseluruh wilayah khususnya pada wilayah yang lemah pertumbuhan dan perkembangannya. Hirarki pusat pertumbuhan pada Kota Langsa adalah sebagai berikut:
Hirarki I: Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Kota. Hirarki II :Kecamatan Langsa Baro.
Hirarki III :Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur.
Sebagai penetapan prioritas pengembangan sektor ekonomi, digunakan analisis TOPSIS. Penilaian yang digunakan adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif wilayah. Berdasarkan hasil analisis TOPSIS, urutan atau ranking alternatif pembangunan sektor ekonomi kecamatan di Kota Langsa adalah sebagai berikut:
1. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, 2. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, 3. Sektor industri pengolahan, 4. Sektor konstruksi, 5. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, 6. Sektor transportasi dan pergudangan, 7. Sektor informasi dan komunikasi, 8. Sektor real estate, 9. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial,
10. Sektor jasa keuangan dan asuransi, 11. Sektor jasa lainnya, 12. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, 13. Sektor jasa pendidikan.
Dari urutan tersebut, terdapat tiga prioritas utama pengembangan sektor ekonomi di kecamatan kecamatan Kota Langsa adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor industri pengolahan.

5.    PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan dapat ditarik beberapa kesimpulan:
1.	Hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan ekonomi wilayah kecamatan-kecamatan di Kota Langsa dengan nilai indeks entropi masing-masing kecamatan di wilayah Kota Langsa, dapat diketahui bahwa nilai entropi tertinggi adalah Kecamatan Langsa Kota   sebesar 0.135, Kecamatan Langsa Baro sebesar 0.092 dan Kecamatan Langsa Barat 0.075.
2.	Hasil   perhitungan   dengan   SSA   diketahui   bahwa   masing-masing   sektor   mengalami pertumbuhan yang lebih lambat karena secara keseluruhan memperoleh nilai negatif.
3.	Hasil  keunggulan  komparatif dimana  LQ  > 1,  untuk  sektor basis  berupa sektor pertanian kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa  kesehatan  dan  kegiatan  sosial,  sektor  penyediaan  akomodasi  penyediaan  dan  makan minum,  serta  sektor  jasa  lainnya.  Sementara  untuk  nilai  LQ  <  1  terdiri  dari  sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang dan sektor jasa perusahaan.
4.	Indeks hirarki berdasarkan skalogram diketahui kecamatan Langsa Lama dan Langsa Kota memiliki tingkat paling tinggi dengan fasiltitas terbanyak.
5.    Hasil pengembangan sektor ekonomi yang terbaik adalah sektor perdagangan besar dan eceran;
reparasi  mobil  dan  sepeda  motor,  sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan,  dan  sektor

industri pengolahan.
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